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Abstract
This paper concerned  with the issue of the most cost effectiveness way of improving access to education in junior secondary school level (without decreasing quality) especially for poor household.   We compare between the alternative  Boarding School for chilld drop out with  SSA (SD-SMP-Satu Atap) and SMPN Programme.   Using cost effectiveness methode, we find that   Day School  type are more cost effectiveness than SSA Programme.  We also used Mincerian model to estimate private benefits and valuation political partisipation in rural development to estimate social benefits, and  we find that all the Boarding School   type can gave an advantage compared SSA or SMP Programm on the discount rate level  12 %.
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Takdir suatu kerajaan tergantung kepada pendidikan generasi mudanya”, kata Aristoteles (Peter, 1977 dalam Holbrok, 2006).  Sedangkan Rousseau (Teori Perubahan Sejati) telah menyatakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran seseorang tergantung kepada lingkungannya. Jika baik lingkungannya maka baik pula hasilnya dan sebaliknya jika buruk kondisi lingkungannya maka buruk pula hasilnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :

(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
(2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima  belas tahun.
Selanjutnya menurut pasal 50 ayat (3) dinyatakan  bahwa :

Pemerintah dan / atau  pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” 

Sesuai dengan tuntutan Undang-undang tersebut, di tiga aspek dalam pembangunan pendidikan yang perlu mendapat perhatian   yaitu  pemerataan, pencapaian kualitas dan efisiensi pelaksanaan (Elfindri, 2006).

1.2. Perumusan Masalah

Rendahnya APM SMP/MTs  pada satu sisi dan disisi lain adanya kecenderungan penurunan rasio murid per kelas dan rasio murid per guru,  menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sekolah bukan hanya disebabkan masalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sekolah.   Kebijakan penyediaan fasilitas sekolah SMP melalui pembangunan USB SMP dan SSA  serta pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga belum mengalami kesulitan karena biaya untuk uang saku dan transportasi masih tinggi.   
Sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dicarikan alternatif lain untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, sekaligus meningkatkan mutu jenjang pendidikan SMP khususnya bagi anak-anak keluarga miskin  yang belum menjangkau layanan pendidikan jenjang SMP.
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini  sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyebab anak usia 13 tahun DO,  baik setelah lulus SD maupun pada kelas VII SMP  Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Mengestimasi kesediaan dan kemampuan (willingness to school dan willingness to pay) orang tua yang memiliki anak DO untuk melanjutkan pendidikan ke SMP Berasrama.

3. Melakukan analisis  perbandingan  antara SMP Berasrama ( beberapa skenario pembangunan) terhadap SSA dan SMPN dengan metode cost effectivenes dan incremental B-C rasio yaitu perbandingan antara peningkatan manfaat (Benefit) dengan peningkatan biaya (Cost).

1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Fokus  penelitian ini adalah permintaan terhadap  SMP  Berasrama  bagi anak usia 13 tahun yang DO khususnya dari keluarga miskin. Selanjutnya  dilakukan analisis perbandingan  antara SMP Berasrama terhadap SSA maupun SMPN dengan metode cost effectivenes dan incremental   B-C rasio.
1.5. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diketahuinya penyebab anak  (usia 13 tahun)  DO baik  yang telah  lulus SD  tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP maupun DO pada kelas VII SMP.

2. Diketahuinya kesediaan dan sesanggupan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMP Berasrama.

3. Diketahuinya model penyelenggaraan layanan pendidikan jenjang SMP yang dapat memenuhi aspek pemerataan, kualitas dan efisiensi.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Human Capital

Teori Human Capital,  dimulai pada tahun 1976 ketika  Mark Blaug ( dalam Elfindri, 2001)  mengemukan bahwa pengeluaran pendidikan seharusnya dipandang sebagai barang yang hampir mirip dengan penanaman modal.

Menurut  Manuelli dan Seshadri (2005) bahwa human capital  berperan penting dalam menentukan kekayaan suatu negara.  Lebih lanjut  mereka berpendapat bahwa besarnya perbedaan out put antar negara  disebabkan perbedaan kualitas sumberdaya manusia.
2.2. Permasalahan Permintaan dan Penawaran Pendidikan SMP

Permasalahan utama dalam sisi permintaan pendidikan adalah rendahnya permintaan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ditunjukan dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM).   Menurut Elfindri (2001), rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan oleh nilai waktu anak dan kemampuan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya.

Kebijakan dengan memperbesar penawaran khususnya SMP pada daerah-daerah tertentu juga belum mampu mengangkat permintaan masyarakat.   Menurut Elfindri (2001) terjadi dilemma dalam penyediaan fasilitas pendidikan khusnya SLTP dan SMA.  Pada satu sisi, penyediaan fasilitas pendidikan tidak merata baik dari segi kualitas maupun kuantitas.   Sedangkan disi lain terdapat kecenderungan penurunan rasio murid per sekolah di daerah pedesaan dan sebaliknya di daerah perkotaan.

2.3. Analisis Cost Effectiveness dan  Rasio Manfaat-Biaya.

Analisis cost effectiveness  (efektivitas biaya) merupakan salah satu pendekatan dengan perbandingan serangkaian alternatif  kegiatan untuk mencapai  sasaran tertentu dimana manfaatnya  berupa fisik yang sulit dinilai dengan uang (seperti : kenaikan produktivitas para murid, penurunan angka kematian kematian bayi dan lain-lain) dengan biaya terendah (Gray, dkk, 1993).  Umumnya manfaat dari sasaran tertentu tersebut bersifat tak berwujud (intangible).

Coady dan Parker (2002) menggunakan analisis cost effectiveness  untuk mengevaluasi  program Progresa di Meksiko.  Efektivitas bantuan biaya yang diberikan kepada rumahtangga (grant for student) dibandingkan efektivitas membangun sekolah baru atau memperpendek jarak ke sekolah (dari 2.2 km tahun 1997 menjadi 2.1 km tahun 1998 dan 2.0 km tahun 1999) terhadap peningkatan partisipasi sekolah jenjang SMP (junior secondary school) dan peningkatan lama sekolah (extra years of schooling).  Mereka menyimpulkan bahwa bantuan biaya pendidikan lebih efektif dibandingkan pembangunan sekolah baru dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan peningkatan lama bersekolah.

Pengeluaran pendidikan sebagai modal manusia akan menghasilkan tingkat pengembalian sehingga akan memungkinkan untuk diukur profitabilitas investasi diantaranya dengan teknik Manfaat-Biaya (Elfindri, 2001).
Institut For Higher Education Policy (1998) telah menggunakan indikator-indikator  manfaat yaitu manfaat individu dan manfaat publik ( ekonom lain menyebut manfaat sosial) untuk menganalisis manfaat pendidikan tinggi.  Manfaat individu dikelompokan menjadi :  (1) Manfaat ekonomi individu (private economic benefits) yang meliputi  tingkat gaji yang tinggi,  tingkat bekerja, tingkat tabungan, pengembangan kondisi kerja dan mobilitas individu. (2)  Manfaat sosial individu (private social benefits) yang meliputi kesehatan/tingkat harapan hidup, peningkatan kualitas hidup untuk keturunan, keputusan konsumsi yang lebih baik, peningkatan status individu dan lain-lain.   Sedangkan manfaat publik juga dikelompokkan menjadi dua yaitu : (1). Public economic benefits yang meliputi meningkatkan penerimaan pajak, peningkatan konsumsi, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja dan penurunan ketergantungan  terhadap dukungan keuangan pemerintah. (2). Public social benefit  meliputi  pengurangan angka kriminalitas, bersikap dermawan, peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan / civil society,  toleransi dan mudah beradaptasi terhadap kemajuan teknologi.

Biaya pendidikan  juga dapat dikelompokkan menjadi biaya individu  dan biaya publik.   Biaya individu  antara lain forgone earning (Elfindri, 2001), sedangkan biaya publik seluruh biaya yang ditanggung pemerintah di SMP Berasrama.

2.4. Penelitian Terdahulu

Prestasi Akademik Siswa  Sekolah Berasrama.  Penelitian Halit dan Chen Dan (2005)  terhadap 349
 siswa menunjukan bahwa pengalaman tinggal diasrama berpengaruh terhadap pencapaian nilai matematika siswa khususnya untuk kelompok Sain Hayat (Biologi) meningkat sekitar 137 % ((=1.37)   dan Perakauman (Sosial) meningkat 155 % (( =1.55).  Penelitian ini juga menguji faktor-faktor lain seperti  jenis kelamin, pendidikan ibu/bapak, pendapatan ibu/bapak dan tempat tinggal (desa atau kota).  Keempat faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai matematika.

Hasil penelitian  Aziz,  Yatim dan  Mesir  (2006) terhadap  mahasiswa Fakultas Kejuteraan Awam,  Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dengan Program Mahasiswa Cemerlang berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa cemerlang ( IPK diatas 3,5) dari 46 mahasiswa menjadi 78 mahasiswa.  Selanjutnya hasil analisis terhadap latarbelakang pendidikan  mahasiswa tersebut ditemukan sekitar 80% berasal dari Sekolah Berasrama yaitu Sekolah Teknik Berasrama (30 orang) dan Sekolah Berasrama Penuh (32 orang), sedangkan sisanya berasal dari  Sekolah Harian (16 orang atau sekitar 20 %).   Dengan demikian latarbelakang pendidikan di sekolah berasrama juga akan  memudahkan peningkatan prestasi pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Hubungan Penerimaan Dengan Hasil Ujian.  Penelitian yang dilakukan Tyler (2002) oleh  terhadap siswa yang DO dan masuk pasar kerja pada umur 16-18 tahun.  Dengan menggunakan data hasil ujian umum matematika para pekerja (ketika masih sekolah) maka pekerja dikelompokan menjadi dua yaitu kelompok pekerja dengan nilai matematika terendah dan kelompok pekerja dengan nilai matematika tertinggi.  Kemudian diamati pendapatan masing-masing kelompok pekerja setelah tahun  ke-1 sampai tahun ke-12.  Hasilnya menunjukan bahwa penerimaan kelompok pekerja dengan nilai matematika tertinggi lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok pekerja dengan nilai matematika terendah. Perbedaan penerimaan tersebut semakin tinggi dengan meningkatnya lama bekerja dan mulai pada tahun ke-3 maka rata perbedaan penerimaan  sekitar 6,5 %.    
Peranan  Kualitas Pendidikan.  Penelitian Bratsberg dan Terrell (2005), dengan menggunakan data sensus upah imigran dari 67 negara (yang menempuh pendidikan di negara masing-masing) pada  pasar tenaga kerja Amerika Serikat pada tahun 1980 dan 1990.  Dengan menggunakan model tingkat upah dari Card dan Krueger (1992a), dan vektor kualitas antara lain diukur dengan pengeluaran per siswa (mengikuti cara  Welch 1966, Behrman dan Birdsall, 1983) untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas ditemukan bahwa peningkatan sekitar 10 % pengeluaran per siswa dapat meningkatkan 0.9 - 1 % upah tenaga kerja imigran di Amerika Serikat.  
Peranan Faktor Sosial Ekonomi Dalam Pembangunan Desa.  Penelitian sosial yang bersifat explanatory ini dilakukan pada tahun 2003 di Kecamatan Poncokusumo, Malang dengan 91 rumah tangga sampel.   Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi (pendidikan, pendapatan dan jumlah anggota keluarga), politik, fisik dan lingkungan serta nilai budaya (sebagai variabel penjelas) terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa (variabel terikat).  Partisipasi politik diartikan perilaku pejabat dan lembaga yang membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik serta perilaku masyarakat (individu atau berkelompok) yang mempengaruhi lembaga yang mengambil keputusan politik karena menyangkut kehidupan masyarakat.  Hasil  regresi  menunjukan bahwa penambahan satu unit faktor sosial ekonomi mampu meningkatkan partisipasi politik sekitar 0,379 unit (koefisien   ( = 0.379).  Karakteristik sosial ekonomi responden sekitar 47,31 % memiliki kondisi sosial ekonomi cukup baik dengan rata-rata pendidikan formal SLTP, pendapatan per bulan antara Rp. 3001.000. – Rp. 400.000, dengan jumlah anggota rumah tangga empat  orang.
2.5. Kerangka Analisis

Ada dua alternatif  dalam meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pendidikan yaitu : (1). Perluasan ekspansi sistem sekolah yaitu dengan membawa sekolah ke masyarakat miskin melalui “supply driven” (2). Memberikan subsidi/insentif bagi keluarga miskin untuk bersekolah atau dengan kata lain membawa anak keluarga miskin ke sistem pendidikan “demand driven”. (Coady dan Parker, 2002).
Sejak tahun 2006, Pemerintah mulai mengembangkan  program SSA (SD-SMP Satu Atap) dengan  memanfaatkan guru SMP terdekat dan honorer dan secara bertahap akan ditingkatkan dengan penambahan guru baru.   Dengan kondisi tersebut sangat sulit untuk mencapai standar kualitas  hasil pembelajaran.  Dengan kata lain “pendidikan marginal”  untuk “masyarakat marginal “  dilingkungan  “marginal”   tidak dapat memenuhi baik tujuan efisiesi maupun keadilan dan apalagi tujuan politik sebagaimana diamantkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian perlu dicarikan alternatif  lain  yang bersifat “demand driven”  dan salah  salah satu konsep yang berkembang saat ini adalah pendekatan dengan SMP Berasrama.   Sehingga perlu dilakukan analisis cost effectiveness dan rasio Manfaat-Biaya  pembangunan SMP Berasrama  di Kabupaten Sijunjung.
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Kerangka  analisis dalam analisis cost effectiveness dan rasio Manfaat-Biaya pembangunan SMP Berasrama  di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana tertera pada Gambar 1.

Sumber :  Diolah dari berbagai sumber.
Gambar 1.  Kerangka Analisis.
III. METODOLOGI
3.1.
Daerah Penelitian, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.

Daerah penelitian adalah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari 8 kecamatan.  Dua kecamatan dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tanjung Gadang dan Lubuk Tarok.  Kecamatan  tersebut dipilih karena memiliki nilai APK dan APM jenjang pendidikan SMP sederajat terendah pada tahun 2005.  Populasi siswa DO diperkirakan sebanyak 174 orang.  Kemudian jumlah sampel ditetapkan dengan rumus yang dikutip dari  Ridwan (2004) yaitu 
[image: image6.bmp].   Dimana n adalah jumlah sampel;  N adalah   populasi dan d adalah preposisi yang ditetapkan  10 %.  Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 63,5 responden dan dibulatkan menjadi 64 responden.
3.2.
Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Data primer berdasarkan survey lapangan yaitu   :

a). Survey pendahuluan,  untuk mendata siswa DO Tahun Ajaran 2006/2007,  dengan kriteria sebagai berikut :  1)  Murid SD yang telah lulus pada tahun ajaran 2006/2007 tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat,  atau  2) Murid SD yang lulus pada tahun ajaran 2006 dan telah melanjutkan ke SMP atau sederajat, tetapi kemudian  berhenti sebelum Juli 2007 ( baru duduk di kelas VII). 

1. Survey rumah tangga, untuk mengetahui kesediaan orang tua yang memiliki anak DO untuk mengirimkan anak-anaknya bersekolah di SMP Berasrama  (willingness to school) dan kesanggupan untuk membayar (willingness to pay). 

b). Survey-survey lain untuk mendapatkan indeks perkiraan biaya.

2. Data sekunder berupa Susenas 2003 dan 2004, Daerah Dalam Angka, Data Perencanaan USB SMP dan SSA.

3. Studi kepustakaan untuk memperoleh data-data lain yang diperlukan untuk analisis pelengkap.

3.3.
Metode Analisis Kapasitas, Jenis dan Skenario  SMP Berasrama.

Analisis kapasitas SMP Berasrama dilakukan berdasarkan hasil proyeksi permintaan riil dari hasil survey rumah tangga.  Selanjutnya dengan memperhatikan beban tugas mengajar minimal seorang guru sebanyak 24 jam per minggu  dan struktur kurikulum  dengan 12 mata pelajaran dimana (6 mata pelajaran dengan jumlah jam belajar sebanyak 4 jam per minggu dan 6 mata pelajaran dengan jumlah jam belajar  sebanyak 2 jam per minggu) maka ditentukan jumlah kebutuhan guru.   Analisis ini memakai asumsi jumlah siswa per rombongan belajar maksimal yaitu 40 siswa.

Untuk memudahkan perhitungan unit cost diambil suatu nilai tertentu dalam bentuk persentase dari kapasitas yang direncanakan yaitu 480 siswa. Selanjutnya jenis SMP Berasrama yang akan dianalisis terdiri dari tiga jenis sesuai  dengan klasifikasi oleh Fleming (2001)
.    Adapun  jenis  SMP Berasrama yang akan dianalisis sebagai berikut :
a. SMP Berasrama Penuh, dimana seluruh siswa masuk asrama dan pembiayaan siswa tersebut disediakan oleh penyelenggara.

b. SMP Boarding School, dimana 75 % siswa masuk asrama dan pembiayaan siswa tersebut disediakan oleh penyelenggara.

c. SMP Harian Berasrama, dimana 50% siswa masuk asrama dan pembiayaan siswa tersebut disediakan oleh penyelenggara.

Kemudian analisis skenario pembangunan di bagi atas dua yaitu :

1. Skenario I,  Membangun Unit Sekolah Baru beserta asrama sesuai dengan standar sarana dan prasarana  yang berlaku.

2. Skenario II,  Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta melengkapi kekurangannya agar memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Skenario ini terdiri dari empat macam yaitu : 

a. Skenario II.A, memodifikasi SMPN 1 Sijunjung dengan menambah fasilitas asrama dan sarana pendukung lainnya.

b.  Skenario II. B,  memodifikasi SMPN 1 Sijunjung dengan memanfaatkan rumah penduduk sekitarnya sebagai asrama serta menambah sarana pendukung lainnya.

c. Skenario II. C,  memodifikasi SMPN 7 Muaro Sijunjung dengan menambah fasilitas asrama dan sarana pendukung lainnya.

d. Skenario II. D,  memodifikasi SMPN 7 Muaro Sijunjung dengan memanfaatkan asrama STIPPER dan menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya.

3.4.   
Metode Analisis Biaya dan Unit Cost

Perhitungan perhitungan biaya dikelompokan sebagai biaya tetap dan biaya operasional (harga tahun 2006), selanjutnya biaya tersebut dikonversi per siswa per tahun dan dinyatakan dalam unit cost.   Adapun perhitungan masing-masing komponen biaya sebagai berikut :
1. Perhitungan biaya tetap berdasarkan depresiasi kepemilikan sarana saat ini dengan memakai indeks harga pembangunan sekolah baru tahun 2006.   Depresiasi diasumsikan menyusut linear dengan umur ekonomis konstruksi selama 20 tahun dan nilai sisa diasumsikan sebesar 25%.   Depresiasi perlengkapan seperti perabotan, komputer dan lain-lain dihitung menyusut secara linear dengan usia ekonomis 10 tahun, tanpa nilai sisa.  Kemudian buku paket dan perlengkapan olah raga dihitung menyusut secara linear dengan umur ekonomis 5 tahun, tanpa nilai sisa.

2. Perhitungan biaya operasional  dengan cara berikut ini :

a) Biaya personil guru / pegawai, biaya operasional sekolah dihitung dari berdasarkan rata-rata alokasi dalam APBD Tahun 2006.

b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan Pemerintah Pusat  yaitu sekitar Rp. 235.000 per siswa per tahun.

c) Beban Pensiun Guru atau Pegawai
   dihitung  dari jumlah rata-rata pengeluaran untuk gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan istri dan anak  yang teralokasi dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 untuk guru / pegawai PNS.    Sedangkan untuk pegawai non PNS (honor daerah atau kontrak) diasumsikan akan menerima pesangon sebesar  20 kali rata-rata honor bulanan tahun 2006.  
d) Khusus untuk SMP Berasrama ditambah biaya akomodasi siswa, alat tulis, seragam sekolah, listrik dan air dihitung rata-rata per siswa per tahun. Sedangkan biaya operasional berupa bantuan akomodasi
, listrik dan air, seragam sekolah maupun buku dihitung berdasarkan survey-survey kecil ke SMP PMT Prof. Hamka dan Ar-Risallah maupun ketempat lain.

3.5. 
Metode Analisis Cost Effectiveness
Analisis cost  effectiveness dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Menghitung suatu indeks perbandingan unit cost dengan cara :

a). Membagi unit cost tiga jenis SMP Berasrama  Skenario I dengan unit cost  SSA, SMPN 1 Sijunjung dan SMPN 7 Muaro Sijunjung.

b). Membagi unit cost  SMP Berasrama Skenario II. A  dan II. B dengan unit cost SMPN 1 Sijunjung.

c). Selanjutnya  membagi unit cost  SMP Berasrama Skenario II. C  dan II. D dengan unit cost SMPN 7 Muaro Sijunjung.  

2. Menetapkan indeks target hasil.  Untuk jenis SMP Berasrama Penuh dipakai nilai 1,55 (koefisien ( = 1,55 dari hasil penelitian  Che Dan dan Halit (2005) karena seluruh siswa diasramakan.  Sedangkan untuk jenis SMP Boarding School dan SMP Harian Berasrama nilai tersebut akan berkurang karena tidak seluruh siswa tinggal diasrama.   Bagi murid yang tinggal diasrama diproyeksi dapat meningkatkan capaian nilai sebesar 1,55 sedangkan murid yang tidak tinggal diasrama peningkatannya diproyeksi setengahnya dari 0,55 yaitu sebesar 0,275 sehingga nilai indeksnya menjadi 1,275.  Jadi untuk SMP berasarama jenis SMP Boarding School  hasil akhir yang diharapkan sebesar 1,48 ( { (360 siswa diasramakan x 1.55) + (120 siswa yang tidak diasrama x 1.275) }/ 480 siswa)) dan untuk jenis SMP Harian Berasrama sebesar  1,41 ({(240 siswa diasramakan  x 1.55) + (240 siswa yang tidak diasramakan x 1.275) }/ 480 siswa)).

3. Membandingkan perbandingan unit cost dengan indeks target hasil, apabila sama   atau lebih besar maka SMP Berasrama dikatakan lebih cost effectiveness.  Dipakai “sama atau lebih”  karena SMP Berasrama  lebih mungkin untuk menghasilkan siswa berprestasi  seperti hasil penelitian Aziz,  Yatim dan  Mesir  (2006), dimana 80 % mahasiswa berprestasi di Fakultas Kejuruteraan Awam, UTM, Malaysia berlatarbelakang pendidikan dari sekolah berasrama.

3.6.  
Proyeksi  Manfaat Individu Pendidikan  SMP  Dengan Model Mincer.

Manfaat yang akan diproyeksi adalah manfaat finansial individu berupa upah bulanan  jika bersekolah di SMP Negeri, SMP Berasrama atau SSA dengan metode regresi  mengikuti Bratsberg dan Terrell (2005) tetapi diaplikasikan dengan menggunakan model semi log Mincer.

  Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Data Susenas Sumatera Barat  2003 dan 2004 dipilah  berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki, umur (13, 14,15,…, 65 untuk SD dan 16, 17,…, 65 untuk SMP Negeri) dan dikontrol dengan penyelenggara pendidikan pemerintah.  Kemudian dihitung rata-rata dengan metode penghitungan rata-rata untuk data yang dikelompok Walpole (1990).  Hasilnya diperoleh tingkat upah pada pemilik ijazah SD umur 13,…, 65 tahun dan ijazah SMPN umur 16,…,65 tahun. (Tabel Lampiran 1).

2. Data tingkat upah individu setelah lulus SD dan SMP Negeri dari langkah No.1, kemudian diregresi dengan model semilog Mincer untuk memperoleh koefisien  dengan model sebagai berikut :

Ln Wi=
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  dimana,

	i = 1,2, …, 52 untuk SD dan 1,2,…,49 untuk SMP.

j = 1,2 (1 untuk data susenas 2003 dan 2 untuk data susenas tahun 2004).

k= 6 tahun untuk SD dan 9 untuk  SMP negeri sederajat.

l=0,1,2,…52 untuk SD dan 0,1,2,…,49 untuk SMP.

	W
	:
	Upah rata-rata pekerja dengan pendidikan SD dan SMP Negeri sederajat 

	T
	:
	Tahun sebagai gambaran kebijakan upah.

	Sc
	:
	Lama sekolah.

	X
	:
	Pengalaman, umur dikurangi lama pendidikan 

	X2
	:
	Pengalaman bekerja dikuadratkan. 

	(
	:
	Eror term.

	
	
	Asumsi  : (E ((i 2 ) = (2 )  dan  (E((i (j) = 0, i ( j).


Hasil regresi diperoleh nilai R2 = 0.422;  ( = 11.939; (1 = 0.07165;                  (2 = 0.07417;  (3 = 0.05514;  (4 = 0.000887, sehingga persamaannya menjadi  sebagai berikut : 

Ln  W =  11,939 + 0,07165 T + 0,07417 Sc + 0,05514 X – 0,000887 X2 ………..(2)

dengan tahun dasar 2003.  Selanjutnya diubah tahun dasarnya ke tahun 2006 sehingga persamaam menjadi :

Ln  W =  12,15395  +  0,07165 T + 0,07417 Sc + 0,05514 X– 0,000887 X2 ………..….(3)

3. Dengan mengikuti pola Bratsberg dan Terrell (2005)  maka faktor  lama sekolah akan berinteraksi dengan mutu sehingga model menjadi :

Ln W= 
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Dengan mengikuti  Welch (1966) dan Behrman dan Birdsall (1983) maka   ( = (2 Q, dimana ( adalah nilai pasar kerja (Sumatera Barat) terhadap lama sekolah pada model penyelenggaraan SMP tertentu,       (2 = pengembalian umum pasar kerja Sumatera Barat  terhadap lama bersekolah; Q adalah  mutu  model penyelenggaraan SMP.  Hasil perhitungan diperoleh indeks mutu  (Q)  pendidikan  SMP Negeri sebesar 1.00,  SD-SMP Satu Atap (SSA) sebesar 0.89
 dan SMP Berasrama  tipe True Boarding School sebesar 1.55, tipe Boarding School sebesar 1.48 serta tipe Day school sebesar 1.41.  Dengan menggunakan indeks mutu tersebut  diperoleh ( SMPN = ( (0.07417 x 6 (Lama sekolah SD)) + ( 0.07417 x 1.00 x  3 (Lama Sekolah SMP)) = ( (0.44502 + 0.22251) = 0.66753.  Dengan cara yang sama dan mengganti Q dengan indeks mutu maka diperoleh ( SMP Berasrama Penuh = 0.7899105;  ( SMP Boarding School = 0.7743348;  ( SMP Harian Berasrama = 0.7587591;  ( SSA = 0.6430539.
4. Dengan menggunakan model persamaan (5) maka dapat dihitung upah bulanan seorang masing-masing pemegang ijazah SD, SMPN, SMP Berasrama dan SSA sampai umur 60 tahun.   Kemudian dihitung  nilai sekarangnya (present value tahun 2006) dengan  discount rate  12 %  dan selanjutnya dikonversi ke dalam penerimaan  tahunan (dikalikan 12) karena data berupa upah bulanan.

5. Hasil langkah No.4 kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah kumulatif upah individu sampai umur 60 tahun.

3.7.
Proyeksi Manfaat Sosial Ekonomi Pendidikan SMP.

Rasionalitas Pemerintah menyelenggarakan layanan pendidikan karena adanya manfaat ekonomi dan  sosial bagi Pemerintah atau masyarakat pada umumnya.  Manfaat ekonomi bagi pemerintah akan diproyeksi berdasarkan kemungkinan peningkatan penerimaan pajak yang terkait langsung  dengan penerimaan individu akibat meningkatnya tingkat upah dari individu yang memperoleh pendidikan yaitu kemungkinan peningkatan  penerimaan Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Sedangkan manfaat sosial  sangat sulit untuk dihitung secara langsung karena terbatasnya data maupun sangat banyaknya variabel-variabel sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan.   Salah satu manfaat sosial pendidikan dan latihan adalah dengan menciptakan penduduk yang terdidik, maka sistem pemerintahan akan ikut lebih baik (Gray dkk, 1993, p. 242).   Proyeksi manfaat sosial pendidikan berdasarkan elastisitas faktor sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.  Hasil penelitian Purwatiningsih, dkk (2003) ditemukan peran faktor sosial ekonomi (pendidikan, pendapatan dan jumlah keluarga) sekitar 37,9 % ((=0,379).
Adapun langkah–langkah dalam memproyeksi manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah sebagai berikut :

A. Perhitungan manfaat ekonomi sebagai berikut:
a) Menghitung kemungkinan penerimaan pajak PPh dari angkatan kerja yang bersekolah berdasarkan proyeksi upah bulanan (dicount rate 12 %), kemudian dikonversi menjadi upah tahunan  untuk selanjutnya dibandingkan dengan batas penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2006  yaitu sebesar  Rp. 18.000.000,-.
b) Menghitung kemungkinan penerimaan PPN dengan meregresi antara  pengeluaran rumah tangga per tahun untuk membeli barang tahan lama sebagai variabel terikat dan pengeluaran rumah tangga sebagai variabel penjelas (Data Tape Susenas 2004), dengan model persamaan :

C  =  
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dimana,

	C
	:
	Pengeluaran (konsumsi) untuk barang tahan lama . 

	P
	:
	Pengeluaran rumah tangga per bulan 

	(
	:
	Eror  term 


c) Menghitung  penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ)  dilakukan dengan meregresi antara pengeluaran rumah tangga per bulan untuk membayar rekening listrik sebagai variabel terikat dan pengeluaran rumah tangga sebagai variabel penjelas (Data Tape Susenas 2004),, dengan model persamaan :

Clis  =  
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dimana,

	C lis
	:
	Pengeluaran (konsumsi) untuk listrik. 

	P
	:
	Pengeluaran per bulan, 

	(
	:
	Eror  term 


B.
Langkah-langkah menghitung manfaat sosial sebagai berikut :

a) Hitung alokasi APBD per kapita, untuk tahun 2006  diperoleh rara-rata pengeluaran pemerintah per kapita sebesar Rp. 1.001.582,-.

b) Hitung partisipasi politik dalam pembangunan desa dari masing-masing tipe sekolah melalui perkalian antara indeks faktor sosial ekonomi (Purwatiningsih, dkk, 2003) dengan indeks mutu sekolah dan diperoleh diperoleh untuk SSA sebesar 33,73% (37,9% x 0,89), SMPN sebesar 37,9%, SMP Harian Berasrama sebesar 53,44 %, SMP Boarding School sebesar 56,09 % dan SMP berasrama Penuh sekitar  58,75 %.  Nilai tersebut menggambarkan besarnya efektifitas pengeluaran pemerintah yang dapat “diselamatkan” dengan semakin tinggi mutu pendidikan melalui semakin tinggi partisipasi politik dalam pembangunan. 

c) Hitung nilai uang per tahun dari partisipasi politik dalam pembangunan desa untuk masing-masing lulusan sekolah yaitu SSA sebesar Rp.337.833, (33,73% x Rp.1.001.582);  SMPN sebesar Rp. 379.600,-;  SMP Harian Berasrama sebesar Rp. 535.250,-; SMP Boarding School sebesar  Rp.561.790 dan SMP berasrama Penuh sebesar Rp. 588.430,- 
d) Hitung kumulatif manfaat sosial ekonomi dari individu seumur hidup (asumsi umur 60 tahun), dengan mengasumsikan pengeluaran pemerintah konstan (kenyataannya pertumbuhan APBD sekitar 10-15 %  hampir sama dengan  discount rate sekitar 12 % sehingga nilai sekarangnnya akan tetap).

3.9.
Analisis  Peningkatan Manfaat–Biaya (B-C) Rasio.
Analisis B-C rasio yang akan dilakukan dibagi dalam bentuk :

1) Incremental B-C rasio bagi individu.  Adapun tahapan-tahapan  perhitungannya sebagai berikut :

a) Hitung manfaat ekonomi bagi individu dengan  pendidikan SD, SSA, SMPN dan SMP Berasrama pada tingkat discount rate  12 %. dengan persamaan (5) pada sub bab 3.7). 

b) Hitung biaya opportunitas (earning forgone) sebagai akibat melanjutkan sekolah yang besarnya sama dengan tingkat upah pemilik ijazah SD dengan persamaan  (4) pada discount rate   12%.

c) Selanjutnya dihitung nilai incremental B-C rasionya.

2) Incremental B-C rasio bagi Pemerintah.  Dengan menggunakan hasil perhitungan pada Sub Bab 3.8 dan 3.5 maka dapat diperoleh manfaat (Benefits) maupun tambahan biaya bagi Pemerintah, sehingga dapat dihitung nilai incremental B-C rasionya.

3) Incremental B-C rasio secara keseluruhan.  Manfaat dihitung dengan menjumlahkan peningkatan manfaat ekonomi individu dan manfaat sosial ekonomi bagi Pemerintah.  Sedangkan biaya dihitung dengan menjumlahkan tambahan biaya untuk penyelenggaraan SSA, SMPN dan SMP berasrama serta biaya opportunitas bersekolah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.
4.1.
Karakteristik Sampel 

Rumah tangga yang memiliki anak droup out  Tahun Ajaran 2006/2007 memiliki karakteristik antara lain yaitu sebagian besar baik bapak maupun ibu tidak tamat SD, pekerjaan  bertani (92.19 %) dan berpendapatan miskin (pendapatan per kapita dibawah Rp. 148.000,-) sebanyak 65.63 %.   Sedangkan alasan utama anak droup out adalah kurangnya biaya (62.50 %) dan anak tidak mau sekolah (26.56%) dan sisanya dengan alasan lainnya
Hasil survey rumah tangga diperoleh hanya 59,38 % yang bersedia sekolah ke SMP Berasrama. Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki kesanggupan untuk membiayai sekitar 37.94 % dengan jumlah sangat terbatas yaitu senilai beras 3  liter per minggu (10 Kg per bulan) atau uang berkisar Rp. 5000 – 10.000,- per minggu ( 20.000 – 40.000 per bulan).  Kalau kita cermati  jumlah ini jauh lebih rendah dari jumlah yang ingin bersekolah ke SMP Berasrama.  Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga dimana  sekitar 65,63 % memiliki pendapatan per kapita dibawah garis kemiskinan.

Secara umum baik kesediaan untuk bersekolah dan kesanggupan untuk membayar dari rumah tangga yang memiliki anak DO masih rendah.   Satu hal yang  mungkin perlu mendapat perhatian hasil  dari  perbincangan yang tidak terencana dengan beberapa kepala sekolah, orang tua maupun kepala jorong yang ditemui saat survey adalah   keengganan orang tua ( orang tua tidak mau memaksakan anaknya untuk bersekolah ) karena ada pemahaman  bahwa hasil bersekolah  selama ini belum mampu menunjukan perbedaan dengan yang tidak bersekolah.   Atau dengan kata lain belum adanya kesesuai harapan orang tua (terutama yang kurang berpendidikan) dengan  hasil yang diperoleh.   Tantangan tersebut tentu tidak dapat dijawab secara cepat, tetapi harus dijawab dan kualitas sekolah yang baik (daya saing) dapat dijadikan salah satu instrumen untuk menjawabnya.

4.2. 
Proyeksi  Permintaan Pelayanan SMP Berasrama 

Hasil proyeksi permintaan akan layanan SMP Berasrama dengan menggunakan persentase siswa DO di kelas VI SD-kelas VII terhadap anak usia 13 tahun pada tahun tersebut ditemukan sekitar 199 siswa DO tahun 2007, dengan perincian 74 orang DO di Kelas IV dan 126 orang DO setelah lulus SD atau kelas VII SMP.    
Dengan jumlah anak DO sebesar 199 orang pada Tahun Ajaran 2006/2007 dan jumlah anak usia usia 13 tahun  sebanyak 4.077 orang maka angka DO sekitar   4,88 %.   Sesuai dengan target standar pelayanan minimal (SPM) dimana angka DO maksimal sebesar 1 %.   Dengan demikian  SMP Berasrama masih dibutuhkan di Kabupaten Sijunjung  untuk lebih menyempurnakan layanan SMPN dan SSA yang ada.  Sesuai dengan permintaan SMP Berasrama sekitar 112 - 143 orang per tahun  maka lokasi pembangunan SMP Berasrama akan lebih baik diadakan di Ibu Kota Kabupaten.

4.3.    Analisis Unit Cost  dan  Cost Effectiveness.  

Secara umum efektifitas pembangunan SMP Berasrama  dengan skenario pemanfaatan fasilitas yang ada  meningkatkan biaya menjadi  173 % - 284  %,  sementara peningkatan hasil yang mungkin dicapai sekitar 141-155 % (Tabel 1).   Dengan demikian penyelenggaraan SMP Berasrama dengan memanfaatkan sekolah yang ada maupun fasilitas lainnya belum efektif.   

Tabel 1. 
Hasil Analisis Cost  Effectiveness   Pembangunan*) SMP Berasrama.
	No
	SMP Berasrama
	Cost Effectiveness  

	
	
	Unit Cost SSA 
	Unit Cost SMPN 1 
	Unit Cost SMPN 7

	
	Skenario Pembangunan
	Jenis SMP Berasrama 
	Unit Cost (Rp)
	Target Hasil 
	3,285,299
	2,513,034
	2,290,782

	1
	Skenario I : Pembangunan Baru

 

 
	SMP Berasrama Penuh
	6,958,988
	1.55
	2.12
	2.77
	3.04

	
	
	SMP Boarding School
	5,793,160
	1.48
	1.76
	2.31
	2.53

	
	
	SMP Harian Berasrama
	4,633,322
	1.41
	1.41
	1.84
	2.02

	2
	Skenario II :  Memanfaatkan Sarana yang Ada

 

	A


	SMPN 1 Sijunjung dengan asrama baru.
	SMP Berasrama Penuh
	6,672,543
	1.55
	 
	2.66
	 

	
	
	SMP Boarding School
	5,506,715
	1.48
	 
	2.19
	 

	
	
	SMP Harian Berasrama
	4,358,000
	1.41
	 
	1.73
	 

	B


	SMPN 1 Sijunjung dengan  rumah masyarakat sebagai asrama.
	SMP Berasrama Penuh
	6,768,173
	1.55
	 
	2.69
	 

	
	
	SMP Boarding School
	5,558,423
	1.48
	 
	2.21
	 

	
	
	SMP Harian Berasrama
	4,348,673
	1.41
	 
	1.73
	 

	C


	SMPN 7 Muaro Sijunjung
	SMP Berasrama Penuh
	n.a
	1.55
	 
	 
	n.a

	
	
	SMP Boarding School
	6,494,663
	1.48
	 
	 
	2.84

	
	
	SMP Harian Berasrama
	6,317,394
	1.41
	 
	 
	2.76

	D


	SMPN 7 Muaro Sijunjung dengan Memanfaatkan Asrama STIPPER
	SMP Berasrama Penuh
	n.a 
	1.55
	 
	 
	n.a

	
	
	SMP Boarding School
	6,315,385
	1.48
	 
	 
	2.76

	
	
	SMP Harian Berasrama
	5,147,159
	1.41
	 
	 
	2.25


Sumber : Data Diolah.

Keterangan :  

 n.a  :  Tidak dihitung karena akan menyebabkan kelebihan siswa dari SD rayonnya saat ini. Maka cukup dihitung dua jenis saja.

*)     :    Kapasitas 480 siswa untuk skenario I, II.A, II.B dan 640 siswa untuk Skenario II.C dan II.D.

Hal tersebut disebabkan  SMPN  yang digunakan sebagai pembanding  memiliki unit cost  yang cukup rendah karena  kapasitas siswa  357 dan  631 sudah mendekati optimal.  Sebagaimana diketahui pembiayaan terbesar adalah biaya personil (guru dan non guru).   Dengan jumlah murid yang  optimal maka guru termanfaatkan dengan baik sehingga biaya per unitnya kecil.

Hasil analisis cost effectiveness menunjukan hanya penyelenggaraan SMP Harian Berasrama dengan skenario I yang memiliki effektifitas sebanding  dengan pembangunan SSA (Tabel  6. 1).  Penulis merekomendasikan bahwa SMP Harian Berasrama lebih baik dibandingkan SSA karena :

1. Untuk melayani 480 siswa dibutuhkan satu unit SMP Harian Berasrama sedangkan untuk jumlah siswa yang sama dibutuhkan 3 unit SSA.  Dengan demikian pengawasan terhadap penyelenggaraan pembelajaran akan lebih mudah dilakukan terhadap SMP Harian Berasrama sehingga mutu akan lebih terjamin.  Pengalaman dari penyelenggaraan SMP Terbuka 5 dan 7 Sijunjung yang hampir serupa dengan pelaksanaan SSA, ternyata pada ujian nasional tahun 2007 hanya nilai rata-rata 13.92 atau  66,6 % dari nilai rata-rata Kabupaten (20,897).

2. Dengan SSA akan sangat tidak mungkin menciptakan siswa berprestasi tinggi yang dapat bersaing ditingkat yang lebih tinggi.  Tetapi dengan SMP Harian Berasrama, paling tidak masih ada harapan khususnya bagi 50% siswa yang tinggal diasrama. Ini didukung oleh hasil penelitian  Aziz, Yatim dan Mesir (2006) dimana  80 % mahasiswa dari 78 mahasiswa Fakultas Kejuruteraan Awam, UTM, Malaysia yang memperoleh IPK diatas 3,5 adalah berasal dari sekolah berasrama.

4.4. 
Analisis Incremental B-C Rasio.

4.4.1. 
Incremental  B-C Rasio Individu.

Hasil analisis peningkatan B-C rasio bagi individu yang melanjutkan ke jenjang SMP  secara umum menunjukan bahwa semua jenis SMP Berasrama jauh lebih baik bila dibandingkan SMPN maupun SSA ( Tabel 2).   Lebih lanjut Tabel 2.  juga menunjukan bahwa nilai B-C rasio  SSA dan SMPN  lebih kecil dari satu inilah mungkin yang terbaca oleh keluarga miskin pedesaan sehingga mereka enggan mendorong anaknya untuk melanjutkan sekolah apalagi keadaan ekonomi juga kurang mendukung.  Target keluarga miskin pedesaan untuk pendidikan anaknya hanya sebatas pandai tulis baca saja,  ini sesuai dengan kajian  Prof. Elfindri (2001) untuk Sumatera Barat  dengan menggunakan data Tape Susenas 1992,  dimana proporsi terbesar anak usia 13-15 DO pada kelas V , III dan IV SD (masing-masing 15,0%, 11,6 % dan 9,5%).

Perbandingan  SMP Berasrama baik dengan  hanya tamat SD atau SSA maupun SMPN ( Tabel 2)  menunjukan nilai incremental  B-C rasio lebih besar dari satu atau menguntungkan individu.   Dua pelajaran penting yang mungkin dapat dipetik dari hasil ini adalah :

1. SSA bukanlah pilihan kebijakan yang tepat (apabila kualitasnya akan sama dengan 7 SMPN  terdahulu yang  dibangun  di pedesaan ).   Dengan kata lain pemberian layanan jenjang pendidikan tidak berkualitas kepada keluarga miskin akan memperpanjang masalah kemiskinan itu sendiri seperti dimaksud Todaro (2004).  Dalam jangka panjang kerugian bagi individu (karena kualitas rendah) akan berdampak terhadap penurunan partisipasi bersekolah masyarakat seperti yang telah dilaporkan PROBE (1999) dalam Glewwe dan Kremer (2005) berdasarkan survey di lima daerah pedalaman India.   Beberapa hasil studi menunjukan bahwa pengaruh kualitas pendidikan yang tinggi pada jenjang pra sekolah maupun  TK terhadap siswa dari keluarga miskin memiliki  pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi akademik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi serta setelah memasuki pasar kerja memiliki pendapatan yang tinggi (Barnett, 1995,1996, 2000; Karoy et al, 1998; Fusaro, 1997; Slavin, et al, 1994).

2. Modifikasi  SMPN  (dengan asumsi memilki kualitas rata-rata) menjadi SMP Berasrama  akan menguntungkan individu dan diharapkan akan mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

Tabel 2.
Incremental  B-C Rasio Individu Yang Bersekolah SMP   Dibandingkan Hanya Tamat SD.

	No
	Jenis Pendidikan
	Proyeksi Penerimaan 
	Opportunity Cost
	Peningkatan Benefit *)
	B/C Rasio

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	1
	Tamat SD
	139,384,113
	0
	0
	na

	2
	Tamat SMPN 
	149,813,794
	11,595,983
	10,429,681
	0.90

	3
	Tamat SSA
	146,214,722
	11,595,983
	6,830,609
	0.59

	4
	Tamat SMP Berasrama

	 
	Skenario I : Pembangunan Baru

	 
	-True Boarding School
	169,316,470
	11,595,983
	29,932,357
	2.58

	 
	-Boarding School
	166,702,189
	11,595,983
	27,318,076
	2.36

	 
	-Day School
	164,124,380
	11,595,983
	24,740,267
	2.13

	 
	Skenario II : Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada 

	 
	SMPN 1 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-True Boarding School
	169,316,470
	11,595,983
	29,932,357
	2.58

	 
	-Boarding School
	166,702,189
	11,595,983
	27,318,076
	2.36

	 
	-Day School
	164,124,380
	11,595,983
	24,740,267
	2.13

	 
	SMPN 1 Dengan Memanfaatkan Rumah Penduduk 

	 
	-True Boarding School
	169,316,470
	11,595,983
	29,932,357
	2.58

	 
	-Boarding School
	166,702,189
	11,595,983
	27,318,076
	2.36

	 
	-Day School
	164,124,380
	11,595,983
	24,740,267
	2.13

	 
	SMPN 7 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-Boarding School
	166,702,189
	11,595,983
	27,318,076
	2.36

	 
	-Day School
	164,124,380
	11,595,983
	24,740,267
	2.13

	 
	SMPN 7 Dengan Ruislag Dengan STIPPER 

	 
	-Boarding School
	166,702,189
	11,595,983
	27,318,076
	2.36

	 
	-Day School
	164,124,380
	11,595,983
	24,740,267
	2.13


Sumber : Diolah dengan Discount rate 12 %.
           Keterangan :       

*) 
Peningkatan benefit dihitung dengan mengurangkan  upah kumulatif masing-masing layanan SMP terhadap upah kumulatif SD.

4.4.2.
Incremental  B-C Rasio Bagi Pemerintah.

Secara umum dipihak Pemerintah, layanan melalui SSA, SMPN dan SMP Berasrama juga menguntungkan karena incremental B-C rasio lebih besar dari satu, tetapi  SMPN memberikan incremental B-C rasio paling baik. (Tabel 3).   Tingginya  incremental B-C rasio SMPN mungkin disebabkan kedua SMPN yang digunakan sudah mendekati kapasitas optimal sebagaimana dibahas sebelumnya.  Perbandingan incremental B-C rasio antara SMP Berasrama dengan SSA menunjukan bahwa SMP Harian Berasrama dengan skenario I, II.A, II.B dan II.D yang lebih baik dibandingkan SSA.   Walaupun program SSA  memiliki incremental B-C rasio bagi Pemerintah  lebih besar dari satu, tetapi program tersebut bukanlah pilihan terbaik karena merugikan individu. 

Tabel 3.
Incremental  B-C Bagi Pemerintah Jika Individu Bersekolah Pada  Jenjang SMP  Dibandingkan Hanya Tamat SD.

	No
	Jenis Pendidikan
	Peningkatan Biaya (selama 3 tahun  masa pendidikan)
	Peningkatan Benefit *)
	B/C Rasio

	1
	2
	4
	5
	6=5/4

	1
	Tamat SD
	0
	0
	na

	2
	Tamat SMPN 
	7.205.724
	17.278.237
	2,40

	3
	Tamat SSA
	9.855.897
	15.358.733
	1,56

	4
	Tamat SMP Berasrama

	 
	Skenario I : Pembangunan Baru

	 
	-True Boarding School
	20.876.964
	26.894.604
	1,29

	 
	-Boarding School
	17.379.480
	25.669.196
	1,48

	 
	-Day School
	13.899.966
	24.444.149
	1,76

	 
	Skenario II : Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada 

	 
	SMPN 1 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-True Boarding School
	20,017,629
	26.894.604
	1,34

	 
	-Boarding School
	16,520,145
	25.669.196
	1,55

	 
	-Day School
	13,074,000
	24.444.149
	1,87

	 
	SMPN 1 Dengan Memanfaatkan Rumah Penduduk 

	 
	-True Boarding School
	20,304,519
	26.894.604
	1,32

	 
	-Boarding School
	16,675,269
	25.669.196
	1,54

	 
	-Day School
	13,046,019
	24.444.149
	1,87

	 
	SMPN 7 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-Boarding School
	19,483,989
	25.669.196
	1,32

	 
	-Day School
	15,952,182
	24.444.149
	1,53

	 
	SMPN 7 Dengan Ruislag Dengan STIPPER 

	 
	-Boarding School
	18,946,155
	25.669.196
	1,35

	 
	-Day School
	15,441,477
	24.444.149
	1,58


Sumber : Diolah dengan Discount rate 12 %.
           Keterangan :       

*)   Peningkatan benefit dihitung dengan mengurangkan  jumlah kumulatif manfaat sosial ekonomi masing-masing layanan SMP terhadap hanya tamat SD.

Peningkatan jumlah unit sekolah melalui SSA akan tetap menjadi dilematis dan akan menyisakan persoalan yang akan menguras sumberdaya.  Pada satu sisi,  saat ini daerah selalu mengklaim kekurangan guru, sedangkan kalaupun mungkin ditempuh jalan untuk pengangkatan guru besar-besaran maka akan dikuatirkan APBD tidak sanggup menanggungnya, sehingga akan sulit memenuhi tuntutan alokasi 20 % untuk sektor pendidikan (diluar gaji guru dan pegawai).   Pada sisi lain, pemanfaatan guru yang ada atau seadanya  akan sulit meningkatkan kualitas dan akhirnya akan direspon oleh masyarakat dengan turunnya partisipasi sekolah.

Analisis lebih lanjut, incremental B-C rasio jenis SMP Harian Berasrama dengan skenario II. A dan II.B lebih baik dari SSA (Tabel 6.5).  Hal ini disebabkan pada SMP Harian Berasrama hanya 50 %  siswa yang diasramakan, sehingga rata-rata unit cost-nya lebih kecil, sedangkan dampak peningkatan mutu diharapkan juga terjadi pada siswa yang tidak diasramakan (sesuai asumsi yang dipakai dalam analisis manfaat).    Hal tersebut mungkin dicapai karena kelengkapan  laboratorium sesuai standar, komputer, motivasi karena teman seusianya, serta  pengelolaan yang tepat.

4.4.3.
Incremental  B-C Rasio Secara Keseluruhan.

Analisis ini dilakukan untuk mencari titik tengah antara kepentingan individu (khususnya rumahtangga miskin) dengan keterbatasan anggaran  Pemerintah.  Seperti dibahas sebelumnya bagi individu jenis SMP Berasrama Penuh  akan lebih menarik sedangkan bagi Pemerintah jenis SSA maupun SMPN cukup menguntungkan.  Hasil analisis incremental B-C rasio secara keselurahan menunjukan SMP Harian Berasrama dengan skenario II. A (memodifikasi SMPN 1 Sijunjung dengan membangun sarana yang masih kurang) dan II.B (memodifikasi SMPN 1 Sijunjung dengan memanfaatkan rumah penduduk sebagai asrama)  yang terbaik (Tabel 4).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis lebih merekomendasikan jenis SMP Harian Berasrama  skenario II.A karena dengan skenario II. B (memanfaatkan rumah penduduk) akan memiliki resiko gagal  yang relatif lebih tinggi baik karena sulit untuk mencarikan keluarga yang mampu mendukung proses pembelajaran dan sulit menjalin kedekatan antara guru dengan murid  yang merupakan salah satu keunggulan SMP Berasrama.  Disamping itu kendala-kendala lain seperti kenaikan sewa kamar dan pengaruh negatif lingkungan akan sulit dikendalikan secara dini.
Tabel 4.
Incremental  B-C Rasio  Pendidikan SMP*) Dibandingkan Yang Hanya Tamat SD.

	No
	Jenis Pendidikan
	Tambahan Biaya Melanjutkan Sekolah
	Peningkatan Benefit ***)
	B-C rasio

	
	
	Opportunity Cost
	Biaya Pendidikan
	Jumlah
	Individu
	Pemerintah
	Jumlah
	

	1
	2
	4
	5
	6=4+5
	7
	8
	9=7+8
	10=9/6

	1
	Tamat  SD
	0
	0
	0
	
	
	0
	na

	2
	Tamat SMPN **)
	11.595.983
	7.205.724
	18.801.707
	10.429.681
	17.278.237
	27.707.918
	1,47

	3
	Tamat SSA
	11.595.983
	9.855.897
	21.451.880
	6.830.609
	15.358.733
	22.189.342
	1,03

	4
	Tamat SMP Berasrama

	 
	Skenario I : Pembangunan Baru

	 
	-True Boarding School
	11.595.983
	20.876.964
	32.472.947
	29.932.357
	26.894.604
	56.826.961
	1,75

	 
	-Boarding School
	11.595.983
	17.379.480
	28.975.463
	27.318.076
	25.669.196
	52.987.272
	1,83

	 
	-Day School
	11.595.983
	13.899.966
	25.495.949
	24.740.267
	24.444.149
	49.184.416
	1,93

	 
	Skenario II : Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada 

	 
	SMPN 1 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-True Boarding School
	11.595.983
	20.017.629
	31.613.612
	29.932.357
	26.894.604
	56.826.961
	1,80

	 
	-Boarding School
	11.595.983
	16.520.145
	28.116.128
	27.318.076
	25.669.196
	52.987.272
	1,88

	 
	-Day School
	11.595.983
	13.074.000
	24.669.983
	24.740.267
	24.444.149
	49.184.416
	1,99

	 
	SMPN 1 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-True Boarding School
	11.595.983
	20.304.519
	31.900.502
	29.932.357
	26.894.604
	56.826.961
	1,78

	 
	-Boarding School
	11.595.983
	16.675.269
	28.271.252
	27.318.076
	25.669.196
	52.987.272
	1,87

	 
	-Day School
	11.595.983
	13.046.019
	24.642.002
	24.740.267
	24.444.149
	49.184.416
	2,00

	 
	SMPN 7 Dengan Membangun Asrama 

	 
	-Boarding School
	11.595.983
	19.483.989
	31.079.972
	27.318.076
	25.669.196
	52.987.272
	1,70

	 
	-Day School
	11.595.983
	15.952.182
	27.548.165
	24.740.267
	24.444.149
	49.184.416
	1,79

	 
	SMPN 7 Dengan Ruislag Dengan STIPPER 

	 
	-Boarding School
	11.595.983
	18.946.155
	30.542.138
	27.318.076
	25.669.196
	52.987.272
	1,73

	 
	-Day School
	11.595.983
	15.441.477
	27.037.460
	24.740.267
	24.444.149
	49.184.416
	1,82


Sumber : Diolah.
Keterangan :       

*)
Nilai tersebut untuk satu orang siswa.

**)
Biaya pendidikan SMPN diproyeksi dari rata-rata unit cost SMPN 1 dan SMPN 7.

***) 
Discount rate 12 %.

4.4.4.
Kajian Perbandingan Antara Cost Effectiveness Dengan  B-C Rasio.

Hasil analisis cost effectivenes  dan B-C rasio  memberikan hasil yang berbeda dimana dengan metode cost effectiveness jenis SMP Harian Berasrama dengan skenario pembangunan baru yang memiliki keunggulan dibandingkan SSA.  Sedangkan hasil analisis B-C rasio menunjukan seluruh model SMP Berasrama lebih baik dari SSA maupun SMPN dan yang terbaik adalah SMP Harian Berasrama dengan skenario memanfaatkan SMPN 1 Sijunjung yang terbaik.   Perbedaan tersebut sebagai akibat perbedaan metode pendekatan serta perbedaan periode waktu antara pembiayaan (hanya selama 3 tahun) dengan pengembalian hasil akibat kenaikan mutu akan diperoleh sepanjang usia.     Disamping itu dalam kondisi supply tenaga kerja yang melimpah dan persaingan yang tinggi, peningkatan mutu yang relatif lebih kecil akan berdampak lebih besar.   Hal tersebut akan menjadi kelemahan dari metode cost effectiveness.

Penggunaan metode lain yaitu B-C rasio dengan menggunakan metode Mincer dalam memproyeksi manfaat  mampu mengatasi kelemahan tersebut dengan menghitung jumlah kumulatif tingkat upah dan selanjutnya dihitung selisihnya.   Penulis menilai metode ini   lebih realitis, tetapi masih memiliki kelemahan karena keterbatasan data kita tidak dapat mengetahui peningkatan upah bersih ( setelah dikurangi biaya untuk bekerja).  Namun kelemahan tersebut mungkin saja tidak terjadi kalau pekerja bersifat rasional atau dengan kata lain pekerja dalam jangka pendek akan pindah ke pekerjaan lain yang membutuhkan biaya yang lebih rendah meskipun upahnya sedikit lebih rendah.

Dengan pertimbangan sebagaimana diatas, penulis lebih menyakini metode incremental B-C rasio lebih tepat dari metode cost effectiveness  sehingga penulis menyimpulkan bahwa seluruh model SMP Berasrama lebih baik dibandingkan SSA dan SMPN.   Dan yang terbaik adalah jenis SMP Harian Berasrama dengan skenario memanfaatkan SMP 1 Sijunjung yang terbaik.

V.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.
Kesimpulan.

Berdasarkan data sementara, ditemukan  199 orang (4,88 %)   dari  4.077 anak usia 13 tahun DO jenjang pendidikan dasar 9 tahun pada Tahun Ajaran 2006/2007.  Jumlah tersebut  terdiri dari 44  siswa  yang telah lulus SD tidak melanjutkan ke SMP sederajat, 82 siswa DO pada kelas VII SMP dan  73 siswa DO di Kelas VI SD.    Adapun alasan utama DO (sekitar 62,50 %) karena tidak ada biaya out of pocket.  Meskipun alasan ekonomi yang sering dikedepankan, tetapi dibalik itu ada alasan lain yang menyertainya yaitu adanya kesenjangan harapan keluarga miskin dengan realitas hasil bersekolah.  Sekitar  112 orang dari siswa DO tersebut dapat diselamatkan  dengan SMP Berasrama atau setara dengan peningkatan APM sekitar 2,75 %.

Analisis cost effectiveness, menunjukan hanya SMP Harian Berasrama dengan skenario I yang memberikan efektifitas biaya yang setara dengan penyelenggaraan SSA. Sedangkan penyelenggaraan SMP Berasrama dengan skenario II.A – II.D untuk semua jenis  SMP Berasrama menunjukan efektifitas biaya yang lebih rendah.

Sedangkan hasil analisis incremental B-C rasio keseluruhan (individu dan pemerintah) dengan menggunakan model semi log Mincer dalam memproyeksi manfaat individu, metode regresi untuk memproyeksi manfaat ekonomi bagi pemerintah (discount rate 12 %)  serta  valuasi nilai partisipasi politik masyarakat  dalam pembangunan desa untuk memproyeksi manfaat sosial menunjukan bahwa incremental B-C rasio tiga jenis SMP Berasrama yang diuji  lebih besar bila dibandingkan dengan incremental B-C rasio SSA maupun SMPN.   Jenis SMP Harian Berasrama  dengan memodifikasi SMPN 1 Sijunjung (skenario I.A dan I.B) memiliki B-C rasio yang terbaik dari beberapa model yang diuji.   Tetapi  modifikasi SMPN 1 Sijunjung dengan skenario memanfaatkan rumah penduduk sebagai asrama (skenario II.B) akan memiliki resiko gagal yang relatif lebih tinggi karena akan sulit mendapatkan lingkungan yang mendukung pembelajaran serta sulit menjalin kedekatan guru dengan murid yang merupakan salah satu keunggulan SMP Berasrama.

Apabila siswa dari SMP Berasrama berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin  maka kebijakan tersebut dapat dijadikan alat transfer dalam redistribusi pendapatan seperti yang dikemukan Dur dan Teulings (2002).  

5.2.  
Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Sijunjung  masih membutuhkan SMP Berasrama sebagai pelengkap layanan dan disarankan jenis SMP Harian Berasrama dengan skenario memanfaatkan SMP yang ada.   Perlu juga dilakukan analisis unit cost terhadap SMPN alternatif lain seperti SMPN 14  Sijunjung, SMPN 13 dan lain-lain.
2. Seandainya tersedia  sekitar 25 % siswa berasal dari keluarga mampu yang dapat mendukung pembiayaan 25 % siswa dari keluarga tidak mampu dan pembiayaan  50 % siswa lainnya  dibiayai oleh Pemerintah, maka jenis SMP Harian Berasrama dapat ditingkatkan menjadi SMP Boarding School.
3. Menyadari beratnya beban pembiayaan yang akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan SMP Berasrama maka akan lebih baik kalau Pemerintah Propinsi lebih meningkatkan perannya dengan menanggung 50 % biaya akomodasi siswa dari keluarga miskin.  
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Tabel Lampiran 1.  Hasil Regresi Model Mincer Berdasarkan Data Susenas 2003 dan 2004.

Model Summary

	 
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Change Statistics
	 
	 
	 
	 
	Durbin-Watson

	Model
	 
	 
	 
	 
	R Square Change
	F Change
	df1
	df2
	Sig. F Change
	 

	1
	.649
	.422
	.410
	.30829
	.422
	35.362
	4
	194
	.000
	1.976


a  Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00001, VAR00002, VAR00003

b  Dependent Variable: LNY

ANOVA

	Model
	 
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	13.444
	4
	3.361
	35.362
	.000

	 
	Residual
	18.439
	194
	.095
	 
	 

	 
	Total
	31.883
	198
	 
	 
	 


a  Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00001, VAR00002, VAR00003

b  Dependent Variable: LNY

Coefficients

	 
	 
	Unstandardized Coefficients
	 
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	95% Confidence Interval for B
	 
	Correlations
	 
	 
	Collinearity Statistics
	 

	Model
	 
	B
	Std. Error
	Beta
	 
	 
	Lower Bound
	Upper Bound
	Zero-order
	Partial
	Part
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	11.939
	.143
	 
	83.423
	.000
	11.657
	12.221
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAR00001
	7.165E-02
	.044
	.089
	1.639
	.103
	-.015
	.158
	.078
	.117
	.089
	.999
	1.001

	 
	VAR00002
	7.417E-02
	.015
	.278
	5.060
	.000
	.045
	.103
	.277
	.341
	.276
	.989
	1.011

	 
	VAR00003
	5.514E-02
	.006
	2.011
	9.505
	.000
	.044
	.067
	.365
	.564
	.519
	.067
	15.015

	 
	VAR00004
	-8.871E-04
	.000
	-1.682
	-7.938
	.000
	-.001
	-.001
	.236
	-.495
	-.433
	.066
	15.056


a  Dependent Variable: LNY

Collinearity Diagnostics

	 
	 
	Eigenvalue
	Condition Index
	Variance Proportions
	 
	 
	 
	 

	Model
	Dimension
	 
	 
	(Constant)
	VAR00001
	VAR00002
	VAR00003
	VAR00004

	1
	1
	4.402
	1.000
	.00
	.00
	.00
	.00
	.00

	 
	2
	.494
	2.985
	.00
	.03
	.01
	.01
	.03

	 
	3
	7.675E-02
	7.573
	.02
	.83
	.14
	.00
	.00

	 
	4
	1.768E-02
	15.778
	.62
	.12
	.80
	.08
	.11

	 
	5
	1.017E-02
	20.800
	.36
	.02
	.04
	.92
	.86


a  Dependent Variable: LNY

Ket:

Var 00001 adalah tahun (T).

Var 00002 adalah lama sekolah.

Var 00003 adalah pengalaman (umur-lama sekolah sesuai jenjang pendidikan  ijazah tertinggi yang dimiliki)

Var00004 adalah kuadrat pengalaman.

Tabel  Lampiran 2.  Rekapitulasi  Proyeksi Penerimaan Tahunan Individu Dengan Pendidikan SD, SSA, SMPN dan SMP Berasrama (Dengan  Discount Rate 12 %).

	No
	Tahun
	 
	Diskon Faktor 12 %
	Penerimaan  Individu Dengan Bergagai Jenis Sekolah

	
	
	
	
	SD
	SSA
	SMPN
	SMP Harian Berasrama
	SMP Boarding School
	SMP Berasrama Penuh

	
	
	
	
	Bulanan Sebelum Didiskonto
	Tahunan Setelah Didiskonto
	Bulanan Sebelum Didiskonto
	Tahunan Setelah Didiskonto
	Bulanan Sebelum Didiskonto
	Tahunan Setelah Didiskonto
	Bulanan Sebelum Didiskonto
	Tahunan Setelah Didiskonto
	Bulanan Sebelum Didiskonto
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	1
	2007
	 
	1.00000
	318,250
	3,819,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	2008
	 
	0.89286
	360,950
	3,867,321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	2009
	 
	0.79719
	408,690
	3,909,662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	2010
	 
	0.71178
	461,850
	3,944,828
	480,990
	4,108,310
	492,920
	4,210,209
	539,990
	4,612,251
	548,480
	4,684,767
	557,100
	4,758,393

	5
	2011
	 
	0.63552
	521,050
	3,973,640
	545,520
	4,160,254
	559,050
	4,263,437
	612,440
	4,670,600
	622,070
	4,744,041
	631,850
	4,818,625

	6
	2012
	 
	0.56743
	586,780
	3,995,457
	617,600
	4,205,314
	632,920
	4,309,630
	693,360
	4,721,173
	704,260
	4,795,392
	715,340
	4,870,838

	7
	2013
	 
	0.50663
	659,610
	4,010,147
	698,020
	4,243,664
	715,330
	4,348,901
	783,640
	4,764,197
	795,960
	4,839,097
	808,390
	4,914,666

	8
	2014
	 
	0.45235
	740,220
	4,018,055
	787,490
	4,274,646
	806,940
	4,380,224
	884,080
	4,798,955
	897,980
	4,874,407
	912,000
	4,950,510

	9
	2015
	 
	0.40388
	829,190
	4,018,751
	886,820
	4,298,061
	908,820
	4,404,686
	995,600
	4,825,274
	1,011,250
	4,901,123
	1,027,050
	4,977,699

	10
	2016
	 
	0.36061
	927,180
	4,012,205
	996,890
	4,313,862
	1,021,620
	4,420,877
	1,119,170
	4,843,007
	1,136,770
	4,919,168
	1,154,640
	4,996,497

	11
	2017
	 
	0.32197
	1,034,880
	3,998,444
	1,118,720
	4,322,375
	1,146,360
	4,429,167
	1,255,950
	4,852,587
	1,275,690
	4,928,856
	1,295,620
	5,005,860

	12
	2018
	 
	0.28748
	1,153,140
	3,978,002
	1,253,190
	4,323,146
	1,284,140
	4,429,915
	1,406,900
	4,853,402
	1,428,880
	4,929,226
	1,451,340
	5,006,707

	13
	2019
	 
	0.25668
	1,282,600
	3,950,538
	1,401,289
	4,316,112
	1,435,900
	4,422,717
	1,573,160
	4,845,492
	1,597,740
	4,921,201
	1,622,860
	4,998,573

	14
	2020
	 
	0.22917
	1,424,030
	3,916,211
	1,564,070
	4,301,334
	1,602,860
	4,408,010
	1,755,910
	4,828,911
	1,783,520
	4,904,841
	1,811,560
	4,981,954

	15
	2021
	 
	0.20462
	1,578,210
	3,875,196
	1,742,790
	4,279,312
	1,785,840
	4,385,019
	1,956,560
	4,804,211
	1,987,130
	4,879,274
	2,018,370
	4,955,982

	16
	2022
	 
	0.18270
	1,746,110
	3,828,093
	1,938,450
	4,249,771
	1,986,330
	4,354,741
	2,176,220
	4,771,047
	2,210,210
	4,845,565
	2,244,960
	4,921,750

	17
	2023
	 
	0.16312
	1,928,400
	3,774,766
	2,152,200
	4,212,845
	2,205,360
	4,316,904
	2,416,180
	4,729,576
	2,454,170
	4,803,939
	2,492,500
	4,878,969

	18
	2024
	 
	0.14564
	2,125,890
	3,715,486
	2,385,220
	4,168,726
	2,444,370
	4,272,104
	2,677,780
	4,680,042
	2,719,850
	4,753,569
	2,762,650
	4,828,372

	19
	2025
	 
	0.13004
	2,339,620
	3,650,919
	2,638,970
	4,118,047
	2,704,430
	4,220,196
	2,962,670
	4,623,173
	3,009,250
	4,695,860
	3,056,250
	4,769,202

	20
	2026
	 
	0.11611
	2,569,960
	3,580,677
	2,914,470
	4,060,677
	2,986,460
	4,160,979
	3,271,960
	4,558,761
	3,323,400
	4,630,431
	3,375,320
	4,702,770

	21
	2027
	 
	0.10367
	2,818,170
	3,505,807
	3,212,950
	3,996,914
	3,292,640
	4,096,048
	3,607,050
	4,487,174
	3,663,760
	4,557,722
	3,720,990
	4,628,916

	22
	2028
	 
	0.09256
	3,084,810
	3,426,346
	3,535,620
	3,927,067
	3,623,320
	4,024,477
	3,969,300
	4,408,762
	4,031,710
	4,478,082
	4,095,090
	4,548,479

	23
	2029
	 
	0.08264
	3,370,930
	3,342,985
	3,884,090
	3,851,891
	3,980,430
	3,947,433
	4,360,510
	4,324,362
	4,429,070
	4,392,354
	4,498,700
	4,461,406

	24
	2030
	 
	0.07379
	3,676,970
	3,255,793
	4,259,230
	3,771,358
	4,364,870
	3,864,898
	4,781,670
	4,233,956
	4,856,850
	4,300,524
	4,933,210
	4,368,138

	25
	2031
	 
	0.06588
	4,003,580
	3,165,171
	4,662,210
	3,685,874
	4,777,840
	3,777,290
	5,234,070
	4,137,978
	5,316,360
	4,203,036
	5,399,950
	4,269,121

	26
	2032
	 
	0.05882
	4,351,360
	3,071,537
	5,094,640
	3,596,203
	5,221,000
	3,685,398
	5,719,550
	4,037,314
	5,809,470
	4,100,787
	5,900,220
	4,164,845

	27
	2033
	 
	0.05252
	4,720,850
	2,975,314
	5,557,170
	3,502,405
	5,694,440
	3,588,919
	6,238,810
	3,932,008
	6,336,260
	3,993,426
	6,435,890
	4,056,218

	28
	2034
	 
	0.04689
	5,113,020
	2,877,214
	6,050,790
	3,404,918
	6,200,250
	3,489,023
	6,792,980
	3,822,566
	6,899,090
	3,882,276
	7,007,560
	3,943,315

	29
	2035
	 
	0.04187
	5,527,800
	2,777,339
	6,576,410
	3,304,194
	6,739,520
	3,386,145
	7,383,070
	3,709,485
	7,499,150
	3,767,807
	7,616,290
	3,826,662

	30
	2036
	 
	0.03738
	5,966,080
	2,676,379
	7,134,840
	3,200,684
	7,311,800
	3,280,068
	8,009,990
	3,593,276
	8,135,930
	3,649,772
	8,263,840
	3,707,153

	31
	2037
	 
	0.03338
	6,426,880
	2,574,191
	7,727,530
	3,095,147
	7,919,190
	3,171,913
	8,675,380
	3,474,794
	8,811,780
	3,529,427
	8,950,320
	3,584,917

	32
	2038
	 
	0.02980
	6,911,520
	2,471,702
	8,354,410
	2,987,709
	8,561,620
	3,061,812
	9,379,150
	3,354,177
	9,526,610
	3,406,912
	9,676,400
	3,460,480

	33
	2039
	 
	0.02661
	7,419,340
	2,369,026
	9,015,900
	2,878,814
	9,239,520
	2,950,217
	10,122,790
	3,232,249
	10,280,920
	3,282,740
	10,442,560
	3,334,352

	34
	2040
	 
	0.02376
	7,950,140
	2,266,529
	9,713,240
	2,769,176
	9,954,150
	2,837,858
	10,904,650
	3,108,839
	11,076,100
	3,157,718
	11,250,240
	3,207,364

	35
	2041
	 
	0.02121
	8,504,450
	2,164,785
	10,445,690
	2,658,922
	10,704,770
	2,724,870
	11,726,950
	2,985,063
	11,911,320
	3,031,994
	12,097,390
	3,079,358

	36
	2042
	 
	0.01894
	9,081,050
	2,063,890
	11,313,180
	2,571,196
	11,491,290
	2,611,676
	12,588,570
	2,861,059
	12,789,490
	2,906,723
	12,987,530
	2,951,733

	37
	2043
	 
	0.01691
	9,679,300
	1,964,158
	12,015,400
	2,438,208
	12,313,420
	2,498,683
	13,489,200
	2,737,276
	13,701,280
	2,780,312
	13,916,700
	2,824,026

	38
	2044
	 
	0.01510
	10,298,410
	1,865,884
	12,853,160
	2,328,758
	13,171,950
	2,386,517
	14,429,710
	2,614,400
	14,656,580
	2,655,505
	14,885,530
	2,696,986

	39
	2045
	 
	0.01348
	10,938,510
	1,769,516
	13,724,590
	2,220,219
	14,065,000
	2,275,287
	15,408,040
	2,492,549
	15,650,290
	2,531,738
	15,894,760
	2,571,286

	40
	2046
	 
	0.01204
	11,579,500
	1,672,508
	14,628,760
	2,112,934
	14,991,590
	2,165,340
	16,423,110
	2,372,104
	16,681,320
	2,409,399
	16,941,890
	2,447,035

	41
	2047
	 
	0.01075
	12,274,080
	1,582,885
	15,564,450
	2,007,216
	15,950,490
	2,057,000
	17,473,570
	2,253,419
	17,748,290
	2,288,847
	18,027,340
	2,324,834

	42
	2048
	 
	0.00960
	12,968,060
	1,493,198
	16,531,860
	1,903,549
	16,941,890
	1,950,761
	18,559,640
	2,137,036
	18,851,440
	2,170,635
	19,147,830
	2,204,763

	43
	2049
	 
	0.00857
	13,675,270
	1,405,919
	17,527,820
	1,801,989
	17,962,560
	1,846,684
	19,677,770
	2,023,020
	19,987,150
	2,054,827
	20,299,360
	2,086,924

	44
	2050
	 
	0.00765
	14,396,560
	1,321,493
	18,550,360
	1,702,780
	19,010,460
	1,745,014
	20,825,730
	1,911,642
	21,153,160
	1,941,697
	21,485,740
	1,972,226

	45
	2051
	 
	0.00683
	15,128,640
	1,239,904
	19,597,250
	1,606,140
	20,083,320
	1,645,977
	22,003,230
	1,803,328
	22,346,940
	1,831,497
	22,698,290
	1,860,293

	46
	2052
	 
	0.00610
	15,870,930
	1,161,375
	20,668,060
	1,512,411
	21,180,680
	1,549,923
	23,203,180
	1,697,922
	23,567,990
	1,724,617
	23,938,530
	1,751,732

	47
	2053
	 
	0.00544
	16,619,710
	1,085,865
	21,758,170
	1,421,591
	22,297,830
	1,456,850
	24,427,010
	1,595,962
	24,811,060
	1,621,054
	25,201,150
	1,646,541


Sumber :  Diproyeksi dengan model semi log Mincer data Susenas 2003 dan 2004.

PEMERINTAH





SUPPLY DRIVEN


(Coady & Parker, 2002)





Efisiensi


Pemerataan (Keadilan)


Mutu (Keadilan)


 ( Schult, 2001 & Elfindri, 2001 dan 2006)





DEMAND  DRIVEN


(Coady & Parker, 2002)
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dll








BOS


Boarding School








Rumah Tangga





Manfaat individu


Manfaat publik


( Elfindri, 2001 &  Institute for Higher Education Policy, 1998)





Biaya sosial / publik





( Elfindri, 2001 )








� Tesis Mahasiswa PPN Tailor Made Angkatan III, Unand Padang.


� Mahasiswa Pasca Sarjana PPN Unand Padang.


� Dosen Pasca Sarjana Unand Padang.


� Jumlah sampel diambil 349 dari 2350 pelajar.  Sebanyak 194 responden pernah tinggal diasrama dan 155  tidak berpengalaman diasrama.


� Fleming (2001) mengklasifikasikan Sekolah Berasrama berdasarkan jumlah siswa yang tinggal di asrama sekolah.





� Beban pensiunan guru adalah beban pembiayaan yang akan ditanggung oleh pemerintah dimasa depan setelah mereka bekerja (mengabdi).  Beban ini dicoba menghitungnya pada saat sekarang dengan asumsi masa kerja 20 tahun dan  lama menerima pensiun 7 tahun karena beban pensiun ditanggung oleh PT Taspen sekitar 50 dan APBN sekitar 50 %.


� Bantuan akomodasi adalah bantuan untuk biaya makan tinggal di asrama berdasarkan hasil survey ke SMP PMT Prof. Hamka di Duku dimana biaya siswa per siswa masuk sekolah tersebut Rp. 500.000,- per bulan dan di Ar-risallah sebesar Rp. 400.000 per bulan untuk kelas VIII dan IX, sedangkan untuk kelas VII ditambah biaya londry sebesar Rp. 60.000.  Pada sekolah tersebut semua biaya itu sudah termasuk biaya asrama, gaji guru dan pegawai dan lain-lain (all in).  Hasil  tersebut dibandingkan dengan biaya produksi makanan (konsultasi dengan pemiliki rumah makan di Tanjung Gadang)  untuk biaya makan saja sudah cukup sekitar Rp. 250.000, dan bantuan uang saku sebesar Rp. 50.000 per bulan.  Sehingga dianggarkan akomodasi sebesar Rp. 300.000,- per siswa per bulan.





� Nilai 0.89 diperoleh dengan mengasumsikan bahwa SSA akan dikembangkan menjadi USB SMP sehingga hasilnya akan setara dengan rata-rata hasil 7 unit SMPN di pedesaan yaitu SMPN 4, 8, 15,19,20,22 dan 24.  Berdasarkan hasil Ujian Nasional 2007 jumlah peserta ujian yang lulus masing-masing sekolah adalah  61,40,30,37,22,29. Sedangkan peserta yang tidak lulus untuk masing-masing sekolah adalah 0, 5, 1, 6, 3, 0, 0. Selanjutnya nilai rata-rata masing-masing sekolah adalah 19,95; 17,69; 19,17; 17,73; 17,87; 20,58; 19,89.  Sedangkan siswa yang tidak lulus diasumsikan memperoleh rata-rata 12,33.  Dengan rumus data berkelompok Walpole maka diperoleh ((61x19,95)+(35x17,69)+ (29x19,17)+(31x17,73)+ (29x17,87)+(22 x20,58)+ (29x19,89)+(15x12,33)(/251= 4662,37/251 =18,575.  Sedangkan rata-rata Kabupaten 20,897.  Jadi indeks hasil SSA = 18,575/20,897 =0.889 =0.89.
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